
BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoR /9 TAHUN 2olo

TENTANG

l/-

RINCIAN TUGAS POKOK.DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURALDI LINGKUNGAN SEKRETANH:r OATNAU NArr SEXNTTANTAT DEWANPERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATIACEH UTARA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk menindaklanjuti eanun Kabupaten Aceh Utara Nomor ITahun 2010 tentang perubahan atas eanun faUrfat", Aceh UtaraNomor I Tahun 2008 tentang Susunan OrganisaJi dan fata fe4aSekretariat Daerah dan Seketariat Oewi" pe.ratilan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu .engatr. nincian fuiasPokok dan Fungsi pemangku laUatan Strudri.i Ai f-ingtuniun
Seketariat Daerah dan Sekretariat Oe*an perwakltan - 

nak-yat
Kabupaten Aceh Utara;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan_per-aturan Bripati 
-'Aceh 

Utara tentangRincian Tugas pokok dan Fungsi pemanjtu laUatan Struktural diLingkungan Sekretariat Daerah dan sek;;iat-6;wan perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Utara;

I undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan

P"..9.Otonom Kabupaten__kabupaten dalam Linlkungan DaerahPropinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara n.p'otfit IndonesiaTahun 1956 Nomor 58, Tambahan I-eiUaran 
-i.l.g*" 

RepublikIndonesia Nomor 1092);

2 u:rdang-undang Nomor 4-r rahun r 999 tenrang perubahan atasU,ndang-undang Nomor 8 Tahun 1974 lilil pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik I;;;;;;" Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran Ndar" i;;iilirrlor".iu Nomo,3890),

3. Undang-Undang Nomor 
-44 

Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Keistimewaan provinsi Daer,al^ls1imew" e".i- ?I-".Uaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 No.o. fZi, iamiahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3893);

4 Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan 

-perundang_undangan 1l-e.Ua.ar.- frelara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nom-or 53, r"rnuJun ii"Juu..n N.gu..Republik Indonesia Nomor 4389);
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Menetapkan

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran 

_Negara Republik Indonesia Tahin 2004 Nomor I25,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4437j
sebagaimana telah diubah beberapa Lali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor l2 Tahun 200& tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oM teitang pemerintahan Daerah
(Lembaran_ Negara Republik lndonesia fah"un ZOOA Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor .33. Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemeri"ntahan Daerah
(Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 200+ Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);

7. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh
(Lembaran_ Negara Republik Indonesia fahin ZOO6 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi
fglTgkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Nigara Republik Indonesia
Nomor 4741);

9. Peratwan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis penataan Organisasi perangkat Daerah;

10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh- Darussalam Tahun 2007
Nomor 03);

11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 200g tentang Susunan
organisasi dan tata Kerja sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara; dan

12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 200g
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANGTUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANCIU
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETNNTITDAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKTiAN
KABUPATEN ACEH UTARA.

RINCIAN
JABATAN
DAERAH
RAKYAT

xnrrxi$iN uMUM
Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimakzud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan

I"brq1:n. Aceh Utara yang rerdiri A"ii "i., eii"ti dan perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Utara;
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3. B.upati adalah Kepala pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yangdipilih melalui suatu proses demokatis y.ng ait"kut"n berdasarkan
azas langsung, umum, bebas. rahasia. lu1ui aai aOii.

4. Dewan Pewakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DpRK
adalah uasur penyelenggara pemerintahan D#;}ing anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

5 Satuan_Kerja perangkat Dlegh yang selanjutnya disingkat SKpDadalah perangkat Daerah pada pemeri.:tor, ruirfJt riceh Utara;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya di sebut SETDA adalahSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Uiara;
Z 

letrelal-s Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Aceh Utaia;

8. Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang
selanjutnya disebut pimpinan DpiK adalah Ketua dan para Wakil
Ketua Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten e."n G*u;

9. Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang
selanjutnya disebut Sekretariat DirRK aAahn Sefetariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;

10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari
SETDA dan Seketariat DpRK;

11. Asisten SEKD_ A yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten dilingkungan SETDA;

12. Kepala Bagian SETDA dan_ Sekretariat DpRK yang selanjutnya di
sebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di ling"kurffan SETDA dan
Sekretariat DpRK;

13. Bagian adalah Bagian pada SETDA dan Sekretariat DpRK;
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah masing_masing

Bagian pada SETDA dan Seketaria;DpRK;
15. StafAhli adalah StafAhli Bupati Aceh Utara;
16 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional

pada SETDA dan Sekretariat DpRK.

BAB II
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2
Dengan Peraturan ini disusun

(l) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural dilingkungan Seketariat Daerah tiabupat"" i."f,'U*", a.,
(2) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan strukural dilingkungan Sekretariat Dewan -perwakilrr"R"ky;-i;bupaten 

AcehUtara
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BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Susunen den Kedudukrn

Pasel 3

(l) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan l0
(sepuluh) Bagian;

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari:

a AsistenPemerintahan;

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;

c. Asisten Admidstmsi dan Umum;

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :

a- Bagian Pemerintahan Umum;

b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong;

c. Bagian Hukum;

d. Bagian Adminishasi Pembangunan;

e. Bagian Ekonomi dan lnvestasi;

f. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh;

g. Bagian Organisasi;

h. Bagian Hubungan Masyarakat;

i. Bagian Umum dan Perlengkapan;

j. Bagian Pengolahan Data Elektronik;

(4) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
membawahi:

a. Bagian Pemerintahan Umurr;

b. Bagian Pemerintatran Mukim dan Gampong; dan

c. Bagian Hukum.

(5) Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, membauahi :

a Bagian Administasi Pembangunar;

b. Bagian Ekonomi dan Investasi;dan

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat don Keistimewaan Aceh.

(6) Asisten Administrasi .lan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c, membawahi :

a. Bagian Organisasi;

b. Bagian Hubungan Masyarakat;

c. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan

d. Bagian Pengolahan Data Elektrcnik.

(7) Kelompok Jabatan Frmgsional.
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(8) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada SEKDA.

(9) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten yang membidangi
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok drn Fungsi

Pasel 4

(1) SETDA adalah unsur Staf Pimpinan Pemerintahan Daerah dalam
merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan;

(2) SETDA dipimpin oleh seorang SEKDA yang berada di bawah dan
bertanggmg jawab kepada Bupati.

Pesel 5

SEKDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga
teknis daerah dan lembaga daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan firngsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,
SEKDA mempunyai kewenangan sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
SEKDA mempunyai fungsi :

a- penrmusan program dalam lingkup SETDA sesuri dengan rencana
strategis Pemerintah Daerah;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian daeratr;

d. perumusan kebijakan teknis di bidang p€raturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;

e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan rumah
tangga, sarana dan prasarana pemerintahan daerah;

f. perumusan kebijakan di bidang organisasi dan tata laksana perangkat
da€rah di lingkungan Pemerintah Daerah;

g. pengoordinasian perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan
pemerintahan, pernbangunan, dan kemasyarakatan;

h. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, pelayanan dan sarana
Pemerintah Daerah; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya-



6

a. mengkoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh
perangkat,l"erah dalam rangka penyelenggararm admhistrasi
pemerintahan;

b. melakukan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
masyarakat dalam mengumpulkan dan menganalisis datry
merumuskan program dan petunjuk-petunjuk teknis s€rta memantau
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan masyarakat;

c. melakukan pembinaan administrasi, organisasi dan tz;ta laksana serta
memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat
daerah;

d. mengkoordinasikan perumusan peraturan penrndang-undangan yang
menyangkut tugas pokok pemerintah kabupaten; dan

e. melakukan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Paragraf I
Asisten Pemerintahan

Pasal 8

Asisten Pemerintahan odalah unsur pembantu SEKDA yang
mengkoordinir di bidang Pemerintahan Umum.

Pasal 9

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan umum, mukim dan
gampong serta pembinaan hukum.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
umum, mukim d^n gampong;

b. perumusan kebijaksanaan, petunjuk teknis pembinaan hukum; dan

c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yr"g diberikan oleh
SEKDA.

Sub Bagian Pertema
Brgien Pemerintahan Umum

Pasal 1l

Bagan Pemerintahan Umum adalah Unsur pembantu Asisten
Pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum.

Prsal 12

Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan dan petunjuk teknis penyelengganan otonomi daerah,
perangkat pemerintahan, agraria, kependudukan, ketenagakerjaan dan
ketertiban.
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a

b

d

Untuk menyelenggarakan tuqas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12,Bagian Pemerintahan Umum*mempunyai fungsi .

penyiapan bahan pembinaan kegiatan dan administrasi bagi perangkatpemerintahan daerah;

penyia.pan bahan pembinaan penyelenggaraan koordinasipemerintahan. serta penyusunan rencana program dan petunluk teknispembinaan prasarana fisik pemerintah.n dun 
"p"n*uf,ui' "

penyiapan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatansipil;

penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan otonomidaerah dan otonomi khusus, tugas pembantuan dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah danotonomi khusus;

pembuatan program untuk pengadaan tanah untuk tahun kedepan;
pelaksanaan pendataan dan survey kelayakan pada tanah yang akandiganti rugi;

koordinasi pemilu dan pilkada;

penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaankeamanarL ketertiban dan ketenagakerj;il;; 
rvrxr' P

pelaksanaan tug,as-tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehSEKDA melalui asiste-n pemenntahan.

Pasal 13

Pasal 14

e

I

h

(1) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :

a. Sub Bagian Otonomi Daerah dan perangkat pemerintahan;

b. Sub Bagian Agraria;

c Sub Bagian Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Ketertiban.
O)Y:,':^q-::,':lg 

lyb u.leiui sebagaimana dimaksud pada ayat (l),orprmprn oteh.seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawafr aanbenanggung iawab kepada Kepala 
-Bagian -p"r.Jlunun 

urmsesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15
( I ) Sub Bagian Otonomi Daerah dan_perangkat pemerintahan mempunyaitugas mengumpulkan bahan pemtinaaridan p"rrnl-rt1"mi. di ;il;otonomi daerah dan otonomi,.khusus, ,;;ir;; lrp"ran di bidangotonomi daerah memfasilitasi p"nunjang t[giutun camat,penyelenggar.aan kegiatan perangkat p"."iintir,*- rZna koordinasipemilu dan pilkada;

(2) Sub Bagian Agraria mempunyai tugas mengumpulkan bahan_bahandatam rangka penyiapan pror", cinti rirgTij'#r.'ranaman danBangunan untuk kepentingan 
-pemerintah 

.Znu vl'n-yurrn RencanaProgram dan petunjuk Teknis pembinaa" pr.r._.]irlk pemerintah
dan Pertanahan
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(3) Sub Bagian Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Ketertibanmempunyai tugas menzumpulkan bahai p"rnUinu"n- a.n petunjukteknis. koordinasi di- bidang. k;;;;;ri;i;;:''iaenagakerjaan.
keamanan dan ketertiban urur]k.giat"n R;;Ji"";;;r"si pimpinan
Daerah dan Muspika Kabupaten Aceh Utara se.ta mengr.puttanbahan-bahan yang berkaitan d*c- ;;;gcrrg;Jaian aana triuatrkeamanan dan ketertiban.

Sub Bagian Kedua
Bagian pemerintahan Mukim dan Gampong

Pasal 16
Bagian Pemerintahan Mukim dan Gamp6lg adalah Unsur pembantuAsisten Pemerintahan di bidang penyelenggi."n p"r"rintahan mukimdan gampong.

Bagian pemerintahan rrautinf"tf,ul.lTc.rnpong mempunyai tugasmenyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk i"tii, plrva*g gara tatapemerintahan mukim dan sampong, pembinaan. p.ngirb,ungrn Iembagam.kim dan gampong ,"riu u..un pendapatan, kekayaan mukim dangampong.

Untuk menyelenggarakan tuqas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17,Bagian Pemerintahan Mukim-da" c#;;;;';;orrr"in 
"rr,penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan

koordinasi di bidang perangkat mukim d;; g"rp.;g;*' t'
pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan
koordinasi pemerintahan mukim dan gurpong;drn 

-- ''
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
SEKDA melalui asisten pemerintahan

a.

b.

c

Pasal I8

Pasal 20

lainnya yang diberikan oleh

Pasal 19
(1) Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata pemerintahan Mukim dan Gampong;
b. Sub Bagian pembinaan, pengembangan Lembaga Mukim danGampong; dan

c. Sub Bagian pendapataq Kekayaan Mukim dan Gampong.
,r, 

Y:,r:-q--rn:,.^,:q :l_b 
B,agian sebagaimana dimaksud pada ayat (l),orprmprn oreh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di uawan ianbertanggung jawab kepadi Kepala Baiian i;;'.;;r;;" Mukim danGampong sesuai dengan bidang tugasnia

(l) Sub Bagian Tata pemerintahan Mukim da1 Gampong mempunyaitugas mengumpulkan bahan pembinaan ua,,iniriiuri' lembaga danaparatur pemerintahan mukim dan gampong, p.nyururu, pedomandan petunjuk teknis di bidang tata pemeri;tah;n ,uti*dun g"rpong,perumusan peraturan perundang_undangan, penyusunan prograrn,
mon ito rin g, evalu asi d an pelaporin * rrui;i j"r,'g-il;;y,
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(2) Sub Bagian pembinaan, pengembangan Lembaga Mukim danGamrylc mempunyai tugas mengumpilkan bahaf pembinaan danpetunjuk teknis di bidana pembinaan, 
.pengembangan lembaga mukimdan . gampong. melafi.rkan pembinaa-n. p;";;;". prograrqmonitoring, evaluasi dan petaporan .".r"i ;;r;;'t;;;g tugasnya.

(3) Sub Bagian pendapatan, Kekayaan,Mukim dan.Gampong mempunyaitugas mengumpulkan bahan pembinaan aArninist-risi' lembaga danaparatur pemerintahan mukim dan gampong, p.ryrrrn"n pedomandan petunjuk teknis di bidang penldapffi'f#fi mukim dangampong' penwsunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporansesuai bidang tugasnya.

Bagian Hukum adalah Unsur pembantu Asisten pemerintahan di bidanghukum dan peraturan perundang_undangan.

Pasal 22

Plti".n, Hyqr. mempunyai tugas .menyiapkan bahan pembinaan,petunjuk teknis dan pelaksanaan toorainasi pJru;;.;;;, penyusunanperaturan perundanl-undangan, bantuan t uturq fr"t lsasi manusiq
Tyiglk, 

p.gryai. neleri sipil, serta dokumentasi h-un, A., pengelolaanperpustakaan Setdakab.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22,Bagian hukum mempunyai fungsi :

Sub Bagian Ketiga
Bagian Hukum

Pasal 2l

pengkoorganisasian densan instansi terkait dalam rangka analisiskebijakan daerah;

pelaksanaan telaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan pusat dan daerah;

pelaksanaan upaya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukumdi lingkungan Kabupaten Aceh Utara; 
r - / -'---'*.' sv'64

pembinaan produk hukum Kabupaten;

dokumentasi hukum dan pengelolaan perpustakaan

a. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang_undangan;
b penyiapan bahan koordinasi produk hukum daerah berupa perumusan

dan penyusunan rancangan qanun dan p.oaur. rrrrtum iiinnya kecualirancangan qanun kelembagaan perangkat daerah serta hukum adat;
c. pengkajian kebijakan daerah dan fas itasi penyusunan kebijakandaerah;

d

e

f

h pelaksanaan
Setdakab;

pelat_sanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehSEKDA melalui AsistJn pemerrntahan.
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(l) Bagian Hukum, terdiri dari :

a. Sub Bagian peraturan perundang_Undangan;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Azasi Manusia dan penyidik
Pegawai Negeri Sipil; dan

c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan perpustakaan.
(2) Masing-masing Sub Bauian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )dipimpin oteh seorans x.p"r.iru'e;il;;T#; di bawah dan

i:*ilttr::#ab fepada Kepara Eagi# tiJIJi 
*,",,ui 

a"ng"n

Pasal 24

Pasal 25

(l) Sub Bagian peraturan perundang-undangan mempunyai tugasmengumpulkan bahan nembinaan -aun 
p"t-_lut 

"iek 
is, fasilitasi,

IIU:ff| di bidang p"nvu.unun rancansan p".ut** perundang-

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Azasi Manusia dan penyidikPegawai Negeri Sipil mempunyai ,ugu, ..rgui.,pulkan bahanpembinaan dan petunjuk te[nis" di ulirre 
';f;,1 

hukum danpenyelesaian sengketa hukum yang berkaitan ?enlarr-feainaran atibatpelaksanaan peraturan daerah d-an d;;;;;iung_rndarganlainnya sena di bidans p.engelolaan 
"ari"i.ri"ri- A"n pembinaanpenyidik pegawai n"g.ri".ipil; d"n

(3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan perpustakaan mempunyai tugasmengumpulkan bahan nemb.ilSan_ a"n p.tunluil'i"iri, ai uioungrnvenrarisasi, publikasi, distribusi, ."ril"i*Ji-p.-rggandaan dandokumentasi peraturan perundang_undangan.

paragraf 2
Asisten f,konomi dan pembangunan

Pasal 26
Asisten Ekonomi dan pembangunan adalah unsur pembantu SEKDAyang mengkoordinir di bidang ekonomi a., p..U_grl.r.

Pasal 27
Asisten Ekonomi dan pemt
pe mb i n aan a"n r oo J i n.,1 

";:X1ili&J#,:;#:, 
:[::; #ffi ::il*l:ekonomi dan i nvesrasi, r."r+r,t"ru* fitvui ililril";.an aceh.

Pasal 2t
Unruk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27,Asisten Ekonomi dan pembai

" 

- ;*;; ffi ffiill:ff ,:J",,:1"',i'n",,u,_ di bi d anginfrastruktur perekonomian. 
- 
yang meliputi peruiahaan daerah,transportasi, koperasi, urv, 

.pirraniar: ;*,1;;;, kehutanan,perkebunan, perikanan, 
.kelautan,'lrid;;il-'perdagangan,pertambangan, sumber daya mineral dan f ingtung*'friaup;



b

c

pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang
investasi, kerja sama antar daerah, antarNegara nepiUtit Indonesii
lembaga pemerintahan dan lembaga non pemirintahant

pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan
administrasi pembangunan kabupaten, pemba'n'tuan,
permukiman, perkotaan dan infrastruktur;

lt

di bidang
dekosentrasi,

d. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi tata ruang kabupaten
dan kawasan tertentu;

e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian evaluasi dan
pelaporan administrasi pembangunan kabupaien;

f pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Aceh
yang. meliputi bidang agama dan peran ulama, pendidikan dan
kebudayaan, pariwisata" kesejahteraan dan pembinaan sosial; dan

g pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
SEKDA

Sub Bagian pertama

Bagian Administrasi pembangunan

Pasal 29
Bagian Administrasi pembangunan adalah Unsur pembantu Asisten
Ekonomi dan Pembangunan di bidang administrasi p"rnb"ngunun.

Pasal 30

Bagiar Administrasi.pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahanpembrnaaq petunjuk teknis dan pelaksanaan koordinasi di bidang
penyusunan program, penataan bangunan dan pengendalian tata ruang,
pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pasal 3l

Yntyk T..oy:t:nggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30,
Bagian Administrasi pembangunan mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi
pembinaan.administrasi pembangunan kabupaten, pembantuan dan
dekosentrasi;

b. perumusan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi
pembangunan perumahan, permukiman dan infrastruktur;

c. perumusan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi
pembangunan kabupaten, pengendilian, Lvaluasi dan pelaporan;

d. perumusan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi
penyusunan tata ruang kabupaten dan kawasan tertentu; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda
melalui Asiten Ekonomi dan pembangunan.-

Pasal 32
( I ) Bagian Administrasi pembangunan, terdiri dari :

a. Sub Bagian penyusunan program;

b. Sub Bagian Penataan Bangunan dan pengendalian Tata Ruang;
dan
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c. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi pembangunan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi pembangunan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

(1) Sub Bagian Penyusunan program mempunyai tugas mengumpulkan
bahan pembinaan dan petunjuk teknis di tidang p"iyrrrrnun p.ogr"r;

(2) Sub Bagian Penataan Bangunan dan pengendalian Tata Ruang.:TpuTyli rugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuf
teknis di bidang administrasi pembangunun, ,ur-" dan prasarina
serta tata ruang; dan

(3) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi pembangunan mempunyai
tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di iidang
pengendalian dan evaluasi pembangunan ierta 

- 
menyusun laporai

realisasi pembangunan.

Sub Bagian Kedua

Bagian Ekonomi dan Investasi

Pasal 34

Bagian Ekonomi dan Investasi adalah unsur pembantu Asisten Ekonomi
dan Pembangunan di bidang ekonomi dan investasi.

Pasal 35

Bagian Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaarl petunjuk teknis dan pelaksinain koordinasi di bidang sarana
perekonomian, sumber daya dan potensi daerah, investasi dan promosi.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35,
Bagian Ekonomi dan Investasi mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan pembinaaq petunjuk teknis dan koordinasi di
bidang pembinaan administrasi sarana perekonomian;

b. perumusan. bahan pembinaarL petunjuk teknis dan koordinasi di
bidang pembinaan sumber daya din potensi daerah;

c. perumusan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di
bidang pembinaan industri, pperdagangan, pertambangan dan
lingkungan hidup;

d. perumusan bahan pembinaarl petunjuk teknis dan koordinasi di
bidang hubungan kerja sama; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda
melalui Asiten Ekonomi dan pembangunan.-
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Pasal 37

( I ) Bagian Ekonomi dan Investasi, terdiri dari :

a. Sub Bagian Sarana perekonomian;

b. Sub Bagian Sumber Daya dan potensi Daerah; dan

c. Sub Bagian Investasi dan promosi.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l )dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada fepala Bagian E-konomi dan Investasi
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Pasal 4l

Pasal 38
(1) Sub Bagian Sarana perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan

bahan. pembinaan dan petunjuk teknii Ai Uiairg p"ng"rnbungun
perusahaan, transportasi, usaha ekonomi, toperisi, usaha kecil
menengah, industri, perdagangan, pertambangan dan bantuan hibah
lembaga pemerintah dan lembaga non pemeintah terhadap BUMD
dan lembaga keuangan lainnya;

(2) Sub Bagian Sumber Daya dan potensi Daerah mempunyai tugas
mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk t"tnL di UiO"'r!
pembinaan dan pengawasan pertanian, petemakan, kehutananl
perkebu.naq kelautan perikana4 penambangan dan lingkungan
hidup; dan

(3) Sub Bagian Investasi dan promosi mempunyai tugas mengumpulkan
bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pJmbinaan investasi,
promosi, kerja sama antar daerah, kerja sama intar Negara Republik
Indonesia, serta kerja sama lembaga pjmerintah dan non pemerintah.

Sub Bagian Ketiga
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan keistimewaan Aceh

Pasal 39

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh adalah unsur
pembantu Asisten Ekonomi dan pembangunan di bidang kesejahteraan
rakyat dan keistimewaan aceh

Bagian Ks5sjahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan 

-pelaksanin

koordinasi di bidang pembinaan sosiil kemasyarakatan, kesejahteraan dan
keistimewaan aceh.

Untuk
Bagian
fungsi:

m-enyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40,
Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh mempunyai

penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi
penyelenggaraan di bidang pembinaan soiial kemasyarakatan;

a

b- penyusunan bahan pembinaarl petunjuk teknis dan koordinasi
penyelenggaraan di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat;
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c penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasipenyelenggaraan di bidans ,p.rbin..n tembaga jal' pengtajiankeagaamaan. pendidikan serL kebudayaan dan adat istiadat,
penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasipenyelenggaraan di bidang urusan haji, k;.j"*;;L;i"n u,,_",
penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasipenyelenggaraan dibidanp 

"ururi da, p.u.u.nu 
* 

t"t"mbagaanpendidikan, keagamaan keiudayaan aan.auift-i"aii- ^"

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekdamelalui Asiten Ekonomi dan pembangunan.'

d

e

f

( I ) Bagian Kesejateraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari :

a. Sub Bagian pembinaan Sosial Kemasyarakatan;
b. Sub Bagian Kesejahteraan; dan

c. Sub Bagian Keistimewaan Aceh.
(2) Masing-masing Sub Baeian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dipimpin oleh seorang xipara suuTae;;r;;;;;;, di bawah danbertangguns iawab keoada 

.K"pata eigian' rei;;;;; Rakyat danKeistimewaan Aceh sesuai d"rg;; bid;;;;"r";-' ".

Pasal 42

Pasal 43

Paragraf 2

Asisten Administrasi dan Umum

Pasal 44

(l) Sub Bagian pembinaan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugasmengumpulkan bahan nembinaan, petunjuk teknis dan pelal<sanaankoordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan komunitasmasyarakat terasinf erpencil/tertinggal r"nu'p"rg;"run kelembagaansosial dalam pemberdayaan rnusyarakut.
(2) Sub. Bagian Kesejahteraal r.nempunyai tugas menyiapkan bahanpembinaan, petunjuk teknis dan i"frir"r*', i"#i'nasi di bidangkesejah_teraan bagi masyaraka, ."f ip.,i U"*._ *.f.f kepada fakirmiskin/kaum dhuafa/tidak .".pu aun p.nf"il;g";;;;
(3) Sub Bagian Keistimewaan Aceh mempunyai tugas menyiapkan bahanpembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan "koorJinasi di bidangpenyelenggaraan agama. peran ura.a, penaiaikan, pemberdayaan

dayah, pembinaan kebudayaan dan adat istiadat.

Asisten Administrasi dan Umum adalah unsur pembantu SEKDA yangmengkoordinir di bidang administrasi dan umrrn.'
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Pasal 45

Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan koordinasi di, bidang. organisasi, ;;;ir*" hubunganmasyarakat, urusan umum dan peilenglap"n ,".tu pengotahan dataelektronik.

Pasal 46

Y-l-*_i.ll:ILrgarakan tugas sebagaimana dimaksud datam pasal 45,Asrsren Admrnlstrasi dan Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang
kelembagaan perangkat daerahlan pembinaan k;;ipur;

b. pelaksanaan koordinasi 
. 
kegiatan penyelenggaraan di bidang

ketatalaksanaan pemerintahan dun pembangunii serta analisis danformasi jabatan;

c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidangperencanaan straregis, perencan.ian kineqia -dan 
evaluasi sertipelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidangpembinaan dan pendayagunaan aparatur;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan. penyelenggaraan di bidang
ketatausahaan, rumah tangga sik eta.iai dan pi.fr;;;

koordinasi 
.kegiaran penyelenggaraan di bidang

pengolahan data elektronik, sistem komunikasi dai

koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidanq
euangan dan perjalanan dinas; dan

tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

I pelaksanaan
kehumasan,
infomasi;

g. pelaksanaan
administrasi k

h. pelaksanaan
SEKDA.

Sub Bagian pertama

Bagian Organisasi

Pasal 47

Bagian Organisasi adalah unsur pembantu Asisten Administrasi dan
Umum di bidang organisasi dan kepigawaian Setdakab.

Pasal 48

l:g..,:.r, 
O:q*jrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

petunJuk.teknls dan pelaksanaan koordinasi di bidang t<elembagaano..C*i:Ti perangkat daerah, ketatalaksanaan, anifi.u jabitarL
akuntabilitas kinerja, pendayagunaan aparatur dan kepegawaian.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4g,Bagian Organisasi mempunyai fungsi I
a. penlusunan bahan pembinaaq pet.njuk teknis dan koordinasi

penyelenggaraan di bidang kelembagaan dan organisasi perangkat
daerah, ketatalaksanaan dan anal i sa jai'atan;
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b

c

d

penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasipenyelenggaraan di bidane r

i r 

" 
J',' ?,r,rr' "' 

o",l " r?, lr"#" ffi ,,Xlfi:'j i1l"ff '"il:ffi,lpemerintah;

pen)'usunan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasipenyelenggaraan di bidanp n:gql", pengawasan tntet"tut (Waskat),
9^:_t- Di siplin Nasinai t'co'Nl a; s'*jir'i.r"y."* Minimat(SPM);

penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasipenyelenggaraan di bidans Rapat k_oordinasi Oaer* 6.*orda) dan

H:ffr*:*pat Staf L"ngiup nrr"nun- p.rn"Jn,lh**"bupu,",

e penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknispenyelenggaraan di bidang pembinaan dan
kepegawaian, kesejahteraan aan Aiiiptin pega*aii-'

fl penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasipenyelenggaraan di bidang aa.inist.asi t"p.gu;ur- di lingkunganSETD,I

g. pelaksanaan kegiatan pertimbangan jabatan, kepangkatan diIingkungan SETDA;

h. mengumpulkan, mensolah dan menyajikan informasi kepegawaianSETDA; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan tainnya yang diberikan oleh Sekdamelalui Asiten Administrasi dan Umum.

dan koordinasi
pengembangan

Pasal 50
(l) Bagian Organisasi, terdiri dari :

a. Sub Bagian Kelembagaan;

b. Sub Bagian Tatalaksana dan Analisa Jabatan; dan
c. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 5l

(r,Y:::::::]ls_-11 B.".ei- sebagaimana dimaksud pada ayat o)orplmprn oleh seorans Kepala Sub Bagian yang berada di bawah danbertanggung iawab kloada K"pd" B;1i;;'6&iirii"r".u"i a.ng"nbidang tugasnya.

(l) Sub,Bagian Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan
11mbiny.1 dan petunjuk ternis ai bid..,A ;;;;?*r, pembinaan,pengendalian, fasilitasi. kelembagaan 

"re;irl.i' ;;_gkat daerah,penyusunan dan fasilitasi perencanaan strategis aan Hniria instansipemerintah dan pelaporan akuntabil itas kt;",1.'il;;;i;emerintahan;
(2) Sub Bagian Tatalaksana dan Analisa Jabatan mempunyai tugas

lllgymnulkan balan pemtinaan 
ia1 netunjut-,Jkni, ai bidungpembrnaan tata naskah dinas,. tata hubung"r\'.i.t; d", p.o..d'*]budaya kerja, penlusunan 

-k;;f,ili"il;"iun]"p.g.". 
r.o.;"pemerintah daerah, uraian jabatan, formasi jaUatan, inalisis bebankerja dan penyusunan jabat* i"ngrionui; Jun 

J*vs!*,' q
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(3) Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan
nTb]i.", dan petunjuk teknis' di 

-bidan! 
pengeibangan pegawaiSETDA pertimbangan pangkal a"n- l.bltan 

- 
t.p.e";iun,peningkatan kesejahteraan, pembinaan ."ni"i a"n motivasi,penghargaan dan tanda jasa pegawai, 

"a-iri.t."ri umum
kepegawaian, administrasi mutasi aan 1ine4" ;"U"t* ai lingkungan
Setda.

Sub Bagian Kedua

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 52

Bagian. Hubungan Masyarakat adalah unsur pembantu Asisten
Administrasi dan Umum di bidang hubungan ,ury".u["i. 

'-

Pasal 53

Bagian Hubungan Masyarakat_ mempunyai tugas menyiapkan bahanpembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan" ko..airL.i' di bida;;
|||y::::,I:l:, il*. dan penyiapan naskaq penerbitaf dokumentasi,
nuDungan kelembagaan, protokoler dan media center.

Pasal 54

llnhf m_enyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53,Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a penyiapan bahan penyusunan
pembinaan hubungan masyarakat;

pedoman dan petunjuk teknis

b penyiapan- naskah arahan, pidato, makalah dan press_release kegiatan
pemerintahan daerah;

c. pelaksanaan hubungan timbal balik antara pemerintahan Daerah
dengan lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat umum di daerah;

d. penyelenggaraan penerangan dan pemberitaan kegiatan pemerintahan
oan pembangunan,

e. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi;

f pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan berbagai lembaga pers dan
media cetak serta media elektronik;

g. pelaksanaan hubungan kelembagaan dan fasilitasi media center;
h. penyusunan 

_ 
bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang

pelaksanaan kegiatan protokoler pemeriniah daerah; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda

melalui Asisten Administrasi dan Umum. 
- -

Pasal 55
(l ) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Hubungan Media Massa dan penyiaran;

b. Sub Bagian penyiapan Naskah, penerbitan dan Dokumentasi; dan
c. Sub Bagian Hubungan Kelembagaan, protokoler dan Media

Center.
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(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipimpin oleh. seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
Denanggung Jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56
(l) Sub Bagian_Hubungan Media.Massa dan penyiaran mempunyai tugasmengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk t"t"ii ai Uiaiit

penerangan, pemberitaan, press release, publikasi kebijakan dan hasii
kegiatan Pemerintahan Daerah sena meiakukan tegiatan audio visual;

(2) Sub Bagian Penyiapan Naskatr, penerbitan dan Dokumentasi.:TprLy?. tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk
teknis. di bidang penyiapan arahan atau pidato dan makalah, serta
pengelolaan dokumen kehumasan daerah; dan

(3) Sub Bagian Hubungan Kelembagaaq protokoler dan Media Center
mempunyai.tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk
teknis di _bidang pelaksanaan hubungan kelembagaan, protokoler
pimpinan dan fasilitasi media center.

Pasal 58

Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahanpembinaan' petunjuk teknis dan pela.ksanaan 
-koordinasi' di bidang

ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi keuangan serta
perlengkapan

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5g,
Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai fungsi :

a penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang
pelaksanaan tata usaha umum serta pengadaan barang habis pakai di
Iingkungan Setda;

b. penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang penataan
arsip, ekspedisi, pengetikan dan penggandaan;

c. p-en)rusunan. 
,progaT pengadaan barang daerah serta pelaksanaan

tnventansasi barang daerah;

d. pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan Sekretariat Daerah;
e. pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah;

f penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang
pengaturan urusan rumah talgga sekretariat dan pimpinan;

Sub Bagian Ketiga

Bagian Umum dan perlengkapan

Pasal 57

Bagian Umum dan perlengkapan adalah unsur pembantu Asisten
Administrasi dan Umum di bidang umum dan pertengkapan.
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h

Pasal 60
(l) Bagian Umum dan perlengkapan, terdiri dari :

a. Sub Bagian penatausahaan;

b. Sub Bagian Rumah Tangga;

c. Sub Bagian Administrasi Keuangan; dan

d. Sub Bagian perlengkapan.

(r) 
Y:,T_111.]ng 

Sub B.agian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
orprmprn oteh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada fepala lalian Urn'urn Jan r"Aengkapan
sesuai dengan bidang tugasnya.

penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang
pelaksanaan tata usaha pimpinan, petayanan kesehataa pimpinanl
administrasi tamu pemerintah daerah;'

penyusunan bahan pembinaan 
_ 
dan petunjuk teknis di bidang

f5,:.111 belanja lanssung, belanja tidak tan;;;;s, keuangan
plmprnan dan penyiapan administrasi keuangan Serda; dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda
melalui Asisten Administrasi dan Umum. "

Pasal 61

(l) Sub Bagian Penatausahaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan
pembinaan dan petunjuk teknis_ di Uidung 

-p"not*.r' 
arsip, ekspedisi,

pengetikan dan urusan ketatausahaan serta=perjalanan dinas;
(2) Sub.Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas mengumpulkan bahanpembinaan dan petunjuk teknis di 

- 
bidan-g urusii rumah tangga

pimpinan dan rumah tangga sekretariat;

(3) Sub Bagian Administrasi Keylngan mempunyai tugas mengumpulkan
bahan pembinaan dan petunjuk ieknis di bidang pfhy_u, khusus di
bidang administrasi keuangan yang terdiri aa.ibehnja langsung dan
belanja tidak langsung yang dipiogramkan melalui O/,q S"tau; aun

(4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi,
qenSafaan dan pemeliharaan barang/gidung kebutuhan SETD{
Rumah Jabatan, pendopo, pengadaan kendaiaan bermotor, proses
pelaksanaan pengadaan barang/jaia.

Sub Bagian Keempat
Bagian pengelolaan Data Elektronik

Pasal 62

Bagian Pengelolaan Data Elektronik adarah Unsur pembantu Asisten
Administrasi dan Umum di bidang pengelolaan data ele'kionik.

Pasal 63

Bagian Pengelolaan Data Elekronik mempunyai tugas mengolah danmenyajikan data, menyiapkan bahan p.rbiru"r, p"lrnirt teknis danpelaksanaan koordinasi di bidang ..nuj"."n a"t" Ul".l'L.rnikasi daninformasi, sandi dan telematika serta 
-erratuasi'dan 

feng"nalian autu
elektronik.



Yllyl_T:"r"l"lsgarakan tugas sebagaimana dimaksud datam pasal 63,
uagran pengelolaan Data Elektronik mempunyai fungsi:
a. pengelolaan data elektronik;

b. pelaksanaan verifikasi dan perekaman data ke aplikasi sistem
informasi dan aplikasi pengolahan data;

c. pelaksanaan standarisasi dan interoperabilitas data;

d. perancangan, pemeliharaan dan pengintegarasian database antar unit
satuan kerja;

e. pemeliharaan bank data atau pusat data dengan melakukan validasi
dan pemutakhiran data pada database, p"."'iih".u_ jaringan kabel
dan nirkabel;

f pelaksanaan back up data base dan pengamanan database;
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Pasal 64

penerapan manajemen pelayanan media dan
g. pelaksanaan dan

informasi;

h ,p:l**rT" , l?ordinasi ,lengan instansi dan atau lembaga terkaitlamnya di 
- 
bidang manajemen data base, pelayanan media dan

informasi, dan

gg!$1naan rugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
SEKDA melalui Asisten Administrasi dan Umum.

Pasal 65

(l) Bagian Pengolahan Data Elekronik, terdiri dari :

a. Sub Bagian Manajemen Data Base, Komunikasi dan Informasi;
b. Sub Bagian Sandi dan Telematika; dan

c. Sub Bagian Evaluasi dan pengendalian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l )dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian yang beraaa di bawah dan
*I*gryng jawab kepada repati Bagii pengolahan Data
Elektronik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 66

( I ) Sub Bagian Manajemen Data Base, Komunikasi dan Informasi*:Tpu.lyli tugas mengumpulkan bahan pembinaan aan petunlu[
teknis di bidang Manajemen Data Base, Komunikasi dan Informasi;

(2) Sub Bagian Sandi dan Telematika mempunyai tugas mengumpulkan
bahan pembinaan dan petunjuk tetnis ai fidang Suial aun Telematika
serta pelayanan media;

(3) Sub Bagian Evaluasi d.ul pengendalian mempunyai tugas
mengumpulkan bahan pembinaan din petunjuk teknis'di bidan!
Evaluasi dan pengendalian serta standarisasi dan interoperabilitas
data.
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BAB TV

STAX AHLI
Pasal 67

(l) Staf Ahli berkedudukan sebagni tenaga ahli/profesional dibidangny4yang diangkat dan diberhentikan olJh Arpati aari eega,rai l.fegeriSipil;

(2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
!9,n*s.qunqlunab langsung tepaaa [upiti d* ;*; administratif
olKoordmasrkan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 68

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (t), terdiri dari:
a. Staf Ahli Bidang Hukum dan politik;

b. Staf Ahli Bidang pemerintahan;

c. Staf Ahli Bidang pembangunan;

d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Tugas dan Fungsi
Bagian I

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan politik

Pasal 69

(l) Staf 
. 
Ahli Bidang Hukum dan politik mempunyai tugas pokok

melakukan telaahan, kajian dan memberikan Jarai, masut<an sertapertimbangan kepada Bupati di bidang t.,tum aan pjitit;
(2) Untuk_.meny-elenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Staf Ahli Bidang Hukum dan politilimempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja telaahan di bidang hukum dan politik;
b. penyiapan bahan kajian di bidang hukum dan politik;
c. penelaah pelaksanaan kebijakan. pemerintah kabupaten di bidang

hukum, peraturan perundang_undangan dan polirik;
d. pelaksanaan kegiatan pengkajian, memberi masuka4 saran,pandangarl pertimbangan. dan telaahan kepada Bupati atasimplementasi dan evaiuasi pelaksanaan dij;k; pemerintah

daerah.di bidang hukurq peraturan perundang-undangan danperkembangan politik;

e. pengkoordinasian dengan Kepala SKpD dan/atau instaasi terkaituntuk mendapatkan datq bairan, masukan dan'lnformasi untukpengkajian dan penelaahan yang berhubungan clengan bidang
hukum dan politik.
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(l) Staf Ahli Bidang pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan
telaaharq kajian dan memberikan saran, masukin serta pertimbangan
kepada Bupati di bidang pemerintahan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), Staf Ahli Bidang pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja telaahan di bidang pemerintahan;

b. penyiapan bahan kajian di bidang pemerintahan;

c. penelaah pelaksanaan kgbijakan pemerintah kabupaten di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan otonomi daerah
dan pelaksanaan urusan bidang pemerintahan-<laerah;

d. pelaksanaan kegiatan pengkajian, memberi masukan, saran,
pandangan, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati atas
implementasi dan evaluasi pelaksanaan kebi.lakan pemerintah
daerah dibidang pemerintahan sesuai peraturan perundang_
undangan yang berlaku;

e. pengtoordinasian dengan Kepata SKpD dan/atau instansi terkait
untuk mendapatkan data, bahan, masukan dan informasi untuk
pengkajian dan penelaahan yang berhubungan dengan bidang
pemerintahan.

Bagian 3
Staf Ahli Bupati Bidang pembangunan

Bagian 2
Staf Ahli Bupati Bidang pemerintahan

Pasal 70

Pasal 7l

( I ) Staf Ahli Bidang pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan
telaahaq kajian dan memberikan saran, masuka-n sirta penimbangan
kepada Bupati di bidang pembangunan,

(2) Untuk_ 
.meny-elenggarakan _tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), Staf Ahli Bidang pembangunan mempunyai fungsi.
a. penyusunan program kerja telaahan di bidang pembangunan;

b. penyiapan bahan kajian di bidang pembangunan;

c. penelaah pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang
pelaksanaan pembangunan daerah dan pengembangai
wilayal/daerah;

d. pelaksanaan kegiatan pengkajian, memberi masukan, saran,
pandangan, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati atas
implementasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah pembangunan daerah sesuai peraturan perundang_
undangan yang berlaku;

f pengloordinasian dengan Kepala SKpD dan/atau instansi terkait
untuk mendapatkan data" baha4 masukan dan informasi untuk
pengkajian dan penelaahan yang berhubungan dengan bidang
pembangunan.
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staf A hri rrr"?,"$',::"n, *emasyara katan
dan Sumber Daya Manusia

Pasal 72

( 1) Std Ahli 
. 
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusiamempunyai tugas pokok melakukan telaah"r, k;j; dln memberikansaran, masukan serta pertimbanga, kepaa; Brp"ti ai Uia""gKemasyarakatan dan Sumber ouyu "tut"nu.ii-ve vgpo

(2) Untuk menyelenggarakan tugas-pokok sebagaimana dimaksud padaayat (l). staf Aiti Bidarg- Kemasyil;;l;; iumber DayaManusia mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja telaahan di bidang kemasyarakatan dansumberdaya manusia;

b. penyiapan bahan kajian di bidang kemasyarakatan dansumberdaya manusia;

c. penelaah pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidangkemasyarakatan dan sumberdaya ;;ril" --"'"'
d. pelaksanaan kegiatan pengkajiarq memberi masukan, saran,pandangan, pertimbangan dan telaahan 

- -k;p;;;" 
Bupati atasimplementasi dan evJuasi p.r"tr""*"' k;ffi; pemerintahdaerah di bidang kemasyarulut_ il p##; sumberdayamanusia;

g. pengkoordinasian dengan Kepara SKpD dan/atau instansi terkaituntuk mendapatkan data, bairan, masukan 
-aun-lnfo.r".i 

untutpengkajian dan penelaahan 
. 
v""g U..f,*r"g.n 'al'ngan 

uiaangkemasyarakatan dan sumber daya 
"manusia.

Bagian 5
Staf Ahli Bupati Bidanglkonomi dan Keuangan

Pasal 73

(l) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai tugas pokokmelakukan telaahan, kajian dan membirikan ,*"r,,,-ru.uk"n ."rtupeftimbansan kepada Bupati di bid."t Ek;;;;ii"#?"u.ngun,
(2) Untuk 

-menyelenggarakan tugas. pokok sebagaimana dimaksud padaayat (l), Staf Ahli Bidang Ek'onomi aun'i.u*g;', mempunyaifungsi :

a. penyusunan program kerja telaahan di bidang ekonomi
keuangan; dan

b. penyiapan bahan kajian di bidang ekonomi dan keuangan;
c. penelaah pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidangekonomi dan keuangan;

d pelaksanaan kegiatan pengkajiaq 
_ memberi masukan, saran,pandangaq pertimbansan dan telaahan t.pua'i"-eupuri 

",.,implementasi dan evJuasi petatsanaan' kil;;"iemerintah
daerah di bidang pengembangan dan pemberdayaan ekonomi sertapenyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah; 

---- "'"'
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BAB V
SEKRETARIAT DPRK

Pasal 74

(l) Susunan Organisasi Seketariat DpRK terdiri dari :

a. Bagian Umum;

b. Bagian persidangan dan Risalah;

c. Bagian Keuangan; dan

d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
(2) Masing-masing Bagian 

, 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( t ),dipimpin oleh seorang Kepala- Bagian V-g U"*ai'ai bawah danbertanggung jawab kepada Seloetarii DpIiK "

Pasal 75
( I ) Sekretariat DpRK adalah unsur pelayanan terhadap DpRK; dan
(2) Sekretariat DpRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DpRK yang

secara teknis operasional berada dibawai dan bertanggung jawab
kepada pimpinan DpRK dan secara aa.inist.a.i teianggungjawab
kepada Bupati melalui SEKDA

Bagian Kedua

Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 76

,S:*,**.. DPRK. mempuyai tugas menyelenggarakan administrasi
KeseKreranatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugasDPRK. dan 

_ 
menyediakan serta mingkoordinasikai ienaga ahli yangdiperlukan oleh DpRK sesuai dengan k;."d;;;[;-!i au".ut,

Pasel 77

Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 76,Seketaris DPRK menyelenggarakan dngsi :

a. penyelenggaraan administrasi keseketariatan DpRK;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DpRK;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK;
d penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan olehDPRK; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. pengkoordinasian dengan Kepala SKpD dan/atau instansi terkaituntuk mendapatkan data, bahan, masukan dan info..ari untukpengkaj ian dan penelaahan yang berhubungan de.ngan bidang
ekonomi dan keuangan.

Bagian Pertama
Susunan dan Kedudukan
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Pasal 78

Paragraf I
Bagian Umum

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 8l

Pasal 82
(l) Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagian Rumah Tangga, dan

c. Sub Bagian perlengkapan.

a

b

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagimana dimaksud dalam pasal 77,Seketaris DpRK mempunyai ["*""";;;;;;;;;ffiil;:
melaksanakan koordinasi, 

_integrasi dan sinkronisasi seluruhpenyelenggaraan administrasi leseLeariatan OrRK 
"'"*

menlusun rencana, menelaah_dan mengkoordinasikan penyiapanperumusan kebijkan pimpinan DpRK;
melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, humasdan protokorer, hukum dan p"*";";;_;il;;;;^oliilln"run a"nperlengkapan DpRK;

menyiapkan.penyelenggaraan 
?"Ii{""g- dan membuat risalah rapat_rapat yang diselenggarakan oleh DpRKI dan

fr;[irnar" 
dan membina keamanan serta keterriban dalam lingkup

d

e

Untuk menyelenggarakan tugas. sebagimana dimaksud dalam pasat g0,
Bagian Umum menpunyai fuigsi :

pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
pelaksanaan urusan rumah tangg4 perjalan dinas dan keamanandalam;

penyiapan fasilitas rapat dan mengurus rumah dinas; dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehSeketaris DpRK.

a

b

d

(2) Masing-masing Sub Baaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l).dipimpin oleh masinc-m-a.ing r"-p.l"1Jb";";j#"yl"s berada di
liy."h 9l bertangguig jawa"b kep;; r.o"rl E.!i"i'rmum sesuaidengan bidang tugasnya.

Bagian Umum adalah unsur pembantu Seketaris DPRK di bidang umum.

Bagian Umum. mempunyai tugas_ melaksanakan urusan ketatausahaan,rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRK.
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Pasel 83
(l) Sub Bagian Tata Usaha. mempuyai tugas melaksanakan urusanketlysahSp, kearsipan aun ua_iJrt.*?-n";;;;;*, acara danperjalanan pimpinan dan Anggota DpRK,
(2) 

_Sub . 
BaSian Rumah Tangga mempuyai tugas menyiapkan fasilitasrapat-rapat, administrasi rumah tangg4 t-""."n"n 

-Al 
lingkung;DPRK dan rumah jabatan pimpinan DFfr?,;;;^^-'^-" '

(3),Sub Bagian perlengkapan rnempuyai tugas melakukan penyediaanbarang dan jasa kebutuhan sekret#at o#;; ;;; d;tuhan Dewan,pendataan inventarisasi, p:]p_9r* terhadap ,"lr.f, 
-t"tuvran 

,ifitdaerah pada Sekretariat bprtx v*g ;Iiluti;eju;, rumah dinasdan kendaraan bermotor sena barang-inventu.i, Ilinnrr-'

Paragref 2
Bagian Persidangan dan Risalah

Pasal 84

Bagian Persidangan dan Risalah adalah unsur pembantu Sekretaris DpRKdibidang pelaksanaan persidangan dan risalah.

Pasal E5

Ba€ian Persidangan dan fusalah memDunvai
pelaksanaan persidangaq .ir"l"f, aun- progiil,
perpustakaan dan dokumentasi Sekretariat D'pRi.'-

tugas
serta

menyiapkan
pengelolaan

Pasal 86
Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal g5,
Bagian persidangan dan Risalah rn"npiryui n;il .*- -
a pengumpulan bahan pembutan risalah rapat dan penyiapan urusanadministrasi persidangan;

b. mendampingi kunjungan kerja DpRK;
c. memfasilitasi sidang_sidang komisi;
d. penyiapan persidangan dan tata tempat;
e. penyiapan daftar resume dan laporan hasil rapat DpRKI
f pelaksanaan kegiatan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasipersidangan; dan

g pelaksanaarr- tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehSekretaris DpRK
Pasat 87

(1) Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari .

a. Sub Bagian persidangan;

b. Sub Bagian Risalah dan program; dan

c. Sub Bagian perpustakaan dan Dokumentasi.

,r, *T:g:T,.]ie*ly! nasia.n sebagaimana dimaksud pada ayat (l).orprmprn oleh masins_masing Kepala Sub Bagian yang U".aaa.ji
*::l"llf !:Iqtf,it .iawab kepada r"prru'e;i.'n persidangan
oan rusalah sesuai dengan bidang tugasnya
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Pasal 88

(1) Sub Bagian Persidangan mempuyai tugas menyiapkan persidangan,
daftar absensi, undangan rapat/sidang, melakukan urusan administrasi
persidangan dan tata tempat;

(2) Sub Bagian Risalah dan Program mempuyai tugas menyiapkan
risalah-risalah rapat, memfasilitasi sidang-sidang komisi,
mendampingi kunjungan kerja DPRK, menyusun resume dan laporan
hasil sidang DPRK dan menyiapkan bahan perencanaan dan
penyusunan program; dan

(3) Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempuyai tugas
pengelolaan perpustakaan, dokumentasi rapat-rapat dan sidang-sidang
DPRK, pengelolaan kearsipan Bagian Persidangan dan Risalah.

Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Seketaris DpRK di bidang
pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3
Bagian Keuangan

Pasal 89

Pasal 90

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran,
akuntansi dan perbendaharaan Seketariat DPRK.

Pasal 91

Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 90,
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan anggaran Sekretariat DPRK;

b. pelaksanaan penyusunan rencana belanja anggaran belanja langsung
dan belanja tidak langsung;

c. penyiapan daftar gaji dan tunjangan;

d. penyusunan laporan keuangan dan administrasi keuangan DpRK; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Sekretaris DPRK.

Pasal 92

(1) Bagian Keuangan terdiri dari:

a. Sub Bagian Anggaran;

b. Sub Bagian Akuntansi; dan

c. Sub Bagian Perbendaharaan

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh masing-masing Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 93

(l) Sub Bagian Anggaran mempuyai tugas menyusun anggaranSeketariat DpRK daft ar gaji, tirnjangur;%n*'i"rr,"r*um, vakasidan administrasi pembayaran;

(2) Sub Bagian Akuntansi mempuyai tugas menJrusun laporanpelaksanaan anssaran v.rg ,.tiputi .J;; d;ik'i", keuangan,melaksanakan akuntansi 
_dan _ 

,"nyiupt"n--iao.i' t"u*g"n dilingkungan Seketariat DpRK; dan

(3) Sub Bagian perbendaharaan mempuyai tugas memeriksa dokumen_dokumen penunjang surat-surat p"n"g rrr6"r".i.*.,, bukti tagihan,kelengkapan administrasi keuangan.

Bagian Hukum o*1t#llr", Masyarakat

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah unsur pembantuSeketaris DeRK di bidans h-ukum J;;;;;;^iiung_unoongon,
hubungan masyarakat.

Pasal 94

Pasal 95

Pasal 96

Bagian Hukum dan Hubunsan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkanbahan dalam rangka pembaia,.";i ;;;;'i;il';''#;8., masyarakatdan hubungan antar lembaga.

Untuk menyeleng4arakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 95,

P"r:.i:3: .rln 
Hu bu ngai MadA; ;;;ffi;fi ;;t,r. penylapan bahan perumusan rancangan qanun, Kep-utusan DpRK,Keputusan pimpinan DpRK;

g pengumpulan dan pengelolaan data pengkajian terhadap rancanganqanun, Keputusan DpRK, Keputusan eimi'inan Opnf , 

-

h p^enyiapan bahan pertimbangan dan fasilitasi bantuan hukum kepadasemua unsur terkait di lingkungan DpRK;
penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan hubunganmasyarakat;

pelaksanaan hubungan kerja antara DpRK dengan Bupati danMasyarakat;

pelaksanaan kegiatan protokoler di lingkungan Sekretariat DpRK; dan
p.l*r.lry- Igas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehSekretaris DPRK

Pesel 97

(l) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari
a. Sub Bagian Hukum;

b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan
c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga,

J

k

h
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(2) Masing-masing Sub Baeian sebagaimana dimaksud pada ayat (l),dipimpin oteh masins_;rirs K;;;;;;;',i';fi;"/rs berada dibawah dan bertanggirg jaw;b ke;aJa ri;pJ."rr*rl, Hukum danHubungan Masyarakat sesuai dengin Uiaang trgu-rnv.u]"

( I ) Sub Bagian Hukum me

T,_*n#*-";d;;f,'"X#r:XtT,ffi '?#ff ll::,,,*[l;t:i:;rancangan Keputusan DpRK, Keputur* 'p;;;;; 
DpRK danPembahasan rancangan qanun;

(2) Sub Bagian Hubunsan Mlyg-S., mempuyai tugas menyiapkanpidato/samturan pimpinan opnX, prUi,f..;t 
,p!;rffi 

media massaserta pelaksanaan kesiat
DpRK; dan - lan protokoler di lingkungan sekretariat

(l)Sub Bagian Hubunsan Ant3r Lembaga 
_mempuyai tugas mengadakan

!-rbynrul antar leibag4 instansi, badan dan pihak lainnya dalamrangka pelaksanaan tugas_tugas DPRK.

Pasal 98

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 99

Pasal 100

(1) SEKDA diangkat dan diberhenlikan oleh Gubernur atas usulan Bupatisesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Sekaaris DpRK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelahberkonsultasi dengan pimpinan DpRK;
(3) Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DpR_t! Kepala Bagian dan Kepala SubBagian diangkat dan diberhentikan ol.n flrfuti -''-" -'

(l) Unsur-unsur lain di linokungan SETDA diangkat dan diberhentikanoleh SEKDA atas peti mf, ahai il.;;;;;";;ru;;#'
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat DpRK diangkat dandiberhentikan oleh Sekrejaris 

"D*."t 
"*' plf iL'ffi n k"*"rung"n

dari Bupati dengan memperhatikan usul aari 5et.e-iJr-OpnX.

Pasal 101

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai denganperaturan perundang_undangan yang bJlaku.

Eselon jabatan pada SETDA dan Sekretariat DpRK adalah sebagai

a. SEKDA

b. Asisten

c. Staf Ahli

Eselon

Eselon

Eselon

II.a;

II b;

II b;

BAB VII
ESELOATERING

Pasal 102
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d. Sekretaris DpRK

e. Kepala Bagian

f Kepala Sub Bagian

Eselon

Eselon

Eselon

II b;

III.a; dan

IV.a.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA Asisten, Staf Ahli, KepalaBagian, dan Kepara suu Eagian wlib ;r;;""pffi p;ilsip toordinasi,integrasi, sinkronisasi dan_ slmplikasi b;tk ;"";;; ;;;pu, antar unitorganisasi lainnya, sesuai dengan tugas pok [;;ri;;:.^rng.
(2) Setiap pimpinan satuan organjsasi di lingkungan SETDA wajibmelaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 104

( t) Dalam hal BupatiMakil-Bupati tidak dapat menjalankan tugasnyakarena berhatangan, SEKDA r.t"k"L;l;;";ffi1 erputi s"suai
,^. {e1gan q".aturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal SEKDA tiaal aapai menjalankan tugasnya karenaberhalangan, maka Bupati menunjuk *i"f, ,""._g'esisten untukmewakilinya.
(3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karenaberhalangan, maka SEKDA menunjuk ,.il'.;;rdkepala Bagianuntuk mewakilinya.

(4) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karenaberhalangan, maka SEKDA menunjuk ,"i"h ;"; Kepala SubBagian untuk mewakilinya.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 103

Pasal 105

BAB TX

PEMBIAYAAN

Pasal 106

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing_masing
Pejabat dalam lingkungan SETDA dapat mendeleglsikan kewenangan_
kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat aibaJahnya sesuai dengan
ketentu:rn yang berlaku.

Segala biaya yang diperrukan untuk melaksanakan kegiatan SETDA
dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Iiabupaten serta
sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.
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Pasal 107

Uraian Jabatan masins_masing. pemangku j abaran struktural padaSeketariat Daerah dan Sekretariat 
_Dewar;perrvakii"i.nur.yu, KabupatenAceh Utara diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pasal 109

Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan Bupati Aceh Utara NomorI 6 rahun 200e tentans tuncian.Tugas p.k;k ;; fi ;;r1 ?lmangr.u :auatanStrukural Di lingkunean s.u.Lriui-or";"0#''SL.tariat 
DewanPerwakilan Rakyar Kabupaten Aceh u"." ai*uliui"a;nyataku, tiauk

/,8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

l,:Hr*, 
ini dengan p.n"rpat- dalam Berita ou"rur,?uurputen Aceh

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Aeustus 2010 M

SYAHR]AR

BERITA DAERAH KABUPA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Aeustus 2010 M

28 Sya,ban 1431 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKABACEH UTARA

25 Sya'ban 1431 H

BUPA

YAS A. EAMID

CEH TAHTAI2O1O NOMOR /B


